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QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2OO9

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA (APBK) KOTA TANGSA TAHUN 2OO9

BISMItLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa sehubungan dengan adanya perkernbangan /  perubahan a tas  asumsi  keb i jakan umum ApBKKota  Langsa tahun 2009 an tara  keg ia tan  dan jen is  be lan ja  menyebabkan s isa  leb ih  ApBK tahun 200g
dan harus  d igunakan un tuk  pembiayaan da lam tahun anggaran ber ja tan ,  maka per lu  d i lakukan
perubahan APBK tahun anggaran 2009;

bahwa sebaga i  pe laksana Keputusan Gubenur  Aceh Nomor  go3-35 Tahun 200g ten tang Eva luasr
Rancangan Qanun Kota  Langsa Tahun 2009 ten tang Perubahan Anggaran pendapatan  dan Be lan ja  Kota
Langsa Tahun 2009 dan Rancangan Pera turan  wa l iko ta  Langsa Tahun 2009 ten tang pen jabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan  dan Be lan ja  Kota  Langsa Tahun 2009,  per tu  mengatur  perubahan
APBK d imaksud ke  da lam eanun:

Undang-Undang Nomor  12  Tahun L985 ten tang Pa jak  Bumi  dan Bangunan (Lembaran Negara  Tahun
1985 Nomor  68 ,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  3312)  sebaga imana te lah  d iubah dengan Undang.
Undang Nomor  l '2  lahun 1994 (Lembaran Negara  Tahun 1 .994 Nomor  62 ,  Tambahan Lembaran Negara
Nomor  3569)  ;

Undang-Undang Nomor  l '8  Tahun 1 .997 ten tang Pa jak  Daerah dan Ret r ibus i  Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1 '997 Nomor  41 ,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  3685)  sebaga imana te lah  d iubah dengan
Undang-Undang Nomor  34  Tahun 2000 (Lembaran Negara  Tahun 2000 Nomor  246,  Tambahan
Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Nomor  4O4g)  ;
Undang-Undang Nomor  2L  Tahun L997 ten tang Bea Pero lehan Hak Atas  Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 1997 Nomor  44 ,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik
Indones ia  Nomor  3688)  ;
Undang-Undang Nomor  28  Tahun L999 ten tang Penye lenggaraan Negara  yang Bers ih  dan bebas dar i
Korups i ,  Ko lus i  dan Nepot isme (Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor  75 ,  Tambahan Lembaran Negara
Nomor  3851) ;

undang-Undang Nomor  3  Tahun 20oL ten tang Pembentukan Kota  Langsa (Lembaran Negara  Tahun
2001 Nomor  83  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4110) ;
Undang-Undang Nomor  17  Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara  (Lembaran Negara  Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42g6j ;
Undang-Undang Nomor  1  Ta l 'un  2004 ten tang Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara  Tahun 2004
Nomor  5 ,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4355)  ;
undang-Undang Nomor  L0  Tahun 2004 ten tang Pembentukan pera turan  perundang-Undangan
(Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor  53 ,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  43g9) ;
Undang-Undang Nomor  15  Tahun 2004 ten tang Pemer iksaan Penge lo laan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara  ( l -embaran Negara  Tahun 2004 Nomor  66 ,  Tambahan Lembaran Nesara  Nomor
4400) ;

10 .  Undang-Undang Nomor  25  Tahun 2004 ten tang S is tem Perencanaan pembangunan Nas iona l
(Lembaran Negara  Repub l ik  l r rdones ia  Tahun 2004 Nomor  104,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik
lndonesia Nomor 44211 ;

11 .  UnCang-Undang Nomor  32  Tahun 2004 ten tang Pemer in tahan Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004
Nomor  125,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4437)  sebaga imana te lah  d iubah beberapa ka l i
te rakh i r  dengan Undang-Unt iang Nomor  1 .2  Tahun 2008 ten tang perubahan Kedua Atas  Undang
U n d a n g  N o m o r  3 2  T a h u n  2 0 0 . 1  t e n t a r r g  P e m e r i r t a h a n  D a e r s h  ( L e m b a r a n  N e g a r a  T a h u n  2 O 0 g  N o m o r
59,  Tambahan Lembaran Neg. r ra  Nomor  4544t  ,
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12.  Undang-Undang Nomor  33  Tahun 2004 ten tang Per imbangan Keuangan an tara  Pemer in tah  Pusat  dan

Pemer in tah  Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor  L26,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor

4438);

13 .  Undang-Undang Nomor  1 .1  Tahun 2006 ten tang Pemer in tahan Aceh (Lembaran Negara  Tahun 2005

Nomor  62 ,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4633) ;

1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001.

Nomor  118,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4138)  ;

15 .  Pera turan  Pemer in tah  Nomor  55  Tahun 2001 ten tang Ret r ibus i  Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2001.

Nomor  119,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  a139) ;

1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kal i  diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2007 Nomor  47 ,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4712) ;

17 .  Pera turan  Pemer in tah  Nomor  23  Tahun 2005 ten tang Penge lo laan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 2005 Nomor  48 ,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor

4s02);
18.  Pera turan  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun 2005 ten tang Standar  Akuntas i  Pemer in tahan (Lembaran

Negara  Tahun 2005 Nomor  49 ,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4503) ;

19  Pera turan  Pemer in tah  Nomor  54  Tahun 2005 ten tang P in jaman Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2005

Nomor  131,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4570) ;

20 .  Pera turan  Pemer in tah  Nomor  55  Tahun 2005 ten tang Dana Per imbangan (Lembaran Negara  Tahun

2005 Nomor  137,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  A575J;

21 .  Pera turan  Pemer in tah  Nomor  56  Tahun 2005 ten tang S is tem In fo rmas i  Keuangan Daerah (Lembaran

Negara  Tahun 2005 Nomor  138,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4576) ;

22 .  Pera turan  Pemer in tah  Nomor  57  Tahun 2005 ten tang H ibah Kepada Daerah (Lembaran Negara  Tahun

2005 Nomor  139,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor  4577) ;

23 .  Pera turan  Pemer in tah  Nomor  58  Tahun 2005 ten tang Penge lo laan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara  Tahun 2005 Nomor  140,  Tambah: . in  Lembaran Negara  Nomor  4578) ;

24 .  Pera turan  Pemer in tah  Nomor  65  Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pe layanan Min ima l  (Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor  150,  Tambahan Lembaran Negara  Nomor

4s8s);

25.  Pera turan  Pemer in tah  Nomor  79  Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor L65, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4593);

26 .  Pera turan  Menter i  Da lam Neger i  Nomor  8  Tahun 2 .006 ten tang Pe laporan Keuangan dan K iner ja

Ins tans i  Pemer in tah ;

27 .  Pera turan  Menter i  Da lam Neger i  Nomor  13  Tahun 2006 ten tang Pedoman Penge lo laan Keuangan

Daerah,  sebaga imana te lah  d iubah dengan Pera turan  Menter i  Da lan i  Neger i  Nomor  59  Tahun 2008

ten tang Perubahan Atas  Pera turan  Menter i  Da lam Neger i  Nomor  13  Tahun 2006 ten tang Pedoman

Penge lo laan Keuangan Daerah ;

2 8 .  P e r a t u r a n M e n t e r i  D a l a m N e g e r i  N o m o r 1 5 T a h u n 2 0 0 6 t e n t a n g J e n i s d a n P r o d u k H u k u m D a e r a h ;

29 .  Pera turan  Menter i  Da lam Neger i  Nomor  16  Tahun 2006 ten tang Prosedur  Penyusunan Produk  Hukum

Daerah;

30 .  Pera turan  Menter i  Da lam Neger i  Nomor  lTTahun 2006ten tang Lembaran Daerah dan Ber i ta  Daerah;

31 .  pera turan  Menter i  Da lam Neger i  Nomor  32  Tahun 2008 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan  Dan Be lan ja  Daerah Tahun Anggaran 2009;

32 .  Qanun Aceh Nomor  3  Tahun 2007 ten tang Tata  Cara  Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYA'T KOTA LANGSA

d a n

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSI I |AN:

MenetapKan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA

TAHUN ANGGARAN 2OO9

Pasct 1.. . '  / !
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
bertambah sejumlah Rp.6.476.81,9.017,
ber ikut  :
L  Pendapatan Daerah
2 Belanja Daerah:

Pembiayaan Daerah:

a .  Pener imaan

b.  Penge luaran

Dana per imbangan sebaga imana d imaksud pada

a. Dana Bagi Hasi l

b .  Dana A lokas i  Umum

c.  Dana A lokas i  Khusus

Belanja Daerah sebagairnana

a.  Be lan ja  T idak  Langsung

b.  Be lan ja  Langsung

Belan ja  T idak  Langsung sebaga imana d imaksud pada ayat

a .  Be lan ja  Pegawai

b .  Be la  n  ja  Bu nga

c .  Be lan ja  Subs id i

d .  Be lan ja  H ibah

e.  Be lan ja  Bantuan Sos ia l

f .  Be lan ja  Bag i  Has i l

g .  Be lan ja  Bantuan Keuangan

h.  Be lan ja  T idak  Terduga

Belan ja  Langsung sebaga imana d i r r raksud pada ayat

a .  Be lan ja  Pegawai

b .  Be lan ja  Barang dan Jasa

c .  Be lan ja  Moda l

Pasal 1

Langsa Tahun Anggaran 2009 semula sejumlah Rp.362.795.3g9.921,-
- sehingga menjadi Rp.369.272.207.838,- dengan rincian sebagai

Rp 355,612,025,1.59
Rp 369,272,207,838

Surplus / (Defisit) Rp (13,660,182,679)

Rp 1s,109,601,679
Rp 1,449,419,000

Pembiayaan Netto Rp 13,660,182,679
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp

Pasal 2
Pendapatan  daerah sebaga imana d imaksud da lam pasa l  1  te rd i r i  dar i :
a. Pendapatan Asl i  Daerah Rp Z7,44|.,9OO,OOO
b.  Dana Per imbangan Rp 314,336,488,821
c .  La in  La in  Pendapatan  Yang Sah Rp 13,833,636,338

P e n d a p a t a n  A s l i  D a e r a h  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p a d a  a y a t  ( 1 )  h u r u f a  t e r d i r i  d a r i :
a. Pendapatan Pajak Daerah Rp 4,060,000,000

b.  Ret r ibus i  Daerah Rp 15 ,141,900,000

c .  Has i l  Penge lo laan Kekayaan Daerah yang d ip isahkan Rp 540,000,000

d.  La in - la in  Pendapatan  As l i  Daerah yang sah Rp 7 ,700,000,000

La in- la in  Pendapatan  Daerah yang sah sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 )  huru f  c  te rd i r i  dar i

a .  H i b a h  R p

b.  Dana Darura t  Rp 3 ,000.000,000

c. Dana Bagi Hasi l  Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya Rp 8.833,636,338

d.  Dana Penyusa ian  dan Otonomi  Khusus  Rp 2 ,000,000,000

e.  Bantuan Keuangan dar i  Prov ins i /dar i  Pemer in tah  Daerah la innya Rp

f .  Pendapatan  La innya Rp

Pasal 3

d imaksud da lam pasa l  1  te rd i r i  dar i  :

aya t  (L )  huru f  b  te ld i r i  dar i :

Rp 46,725,665,821,

Rp 228,871,823,000

Rp 38,739,000,000

Rp t86,779,156,772

Rp 182,493,051,066

( 1 )  h u r u f  a  t e r d i r i  d a r i :

Rp 164,48L,1"67,572

R p

Rp

Rp 2 ,549,850,000

Rp 11,043,750,000

Rp

Rp 8,204,389,200

Rp 400,000,000

( i . )  huru f  b  te rd i r i  dar i :

Rp 59,700,013,647

Rp 53,190,312,381

Rp 69,602,725,038

15,109,601,579

L,449,419,0O0

15,1  09 ,501,679

Pasa l  4

P e m b i a y a a n  D a e r a h  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  d a l a m  p a s a l  L  t e r d i r i  d a r i  :

a .  Pener imaan Rp

b.  Penge luaran RP

Pener imaan sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 , )  huru f  a  te rd i r i  dar i :

a .  S isa  leb ih  Perh i tungan Anggar ; ,n  Tahur i  Ar ,ggaran sebe lumnya Rp

b.  Penca i ran  Dana Cadangan RP

c.  Has i l  Pen jua lan

/



c .  Has i l  Pen jua lan  Kekayaan Daerah yang d ip isahkan

d.  Pener imaan P in jaman Daerah

e. Penerimaan Kembali  Pemberian Pinjaman

f .  Pener imaan P iu tang Daerah

3 Penge luaran sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 )  huru f  b  te rd i r i  dar i :
a .  Pembentukan Dana Cadangar

b. Penyertaan Modal ( lnvestasi) Pemerintah Daerah
c .  Pembayaran Pokok  Utang

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp 250,000,000
Rp 1,199,419,000
Rp

Pasal 5

Ura ian  leb ih  lan ju t  Perubahan Anggaran Pendapatan  dan Be lan ja  Kota  sebaga imana d imaksud da lam pasa l  1 ,
te rcantum da lam lampi ran  yang merupakan bag ian  yang t idak  te rp isahkan dar i  Qanun in i ,  te rd i r i  dar i  :

1  Lampi ran  i

2  Lampi ran  l l

3  Lampi ran  l l l

4  Lampi ran  lV

5  Lampi ran  V

6 Lampi ran  V l

7  Lampi ran  VI I

8  L a m p i r a n  X l l l

R ingkasan Perubahan APBK;

Ringkasan Perubahan APBK menuru t  u rusan Pemer in tahan Daerah dan Organ isas i
R inc ian  Perubahan APBK menuru t  Pemer in tahan Daerah,  Organ isas i  SKPD,  Pendapatan ,
Be lan ja  dan Pembiayaan;
Rekap i tu las i  Perubahan Be lan ja  menuru t  u rusan Pemer in tahan Daerah,  Organ isas i
SKPD,  Program dan Keg ia tan ;

Rekap i tu las i  Perubahan Be lan ja  Daerah Kota  un tuk  Kese larasan dan Keterpaduan
Urusan Pemer in tahan Daerah dan Fungs i  da lam Kerangka Penge lo laan Keuangan
Negara;
Daf ta r  Perubahan . , lumlah Pegawai  Per  Go longan dan Per  Jabatan ;

Daf ta r  Keg ia tan-Keg ia tan  Tahun Anggaran sebe lumnya yang be lum d ise lesa ikan dan
d ianggarkan kembal i  da lam Tahun Anggaran in i ;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Wal iko ta  menetapkan Pera turan  ten tang Pen jabaran Perubahan Anggaran Pendapatan  dan Be lan ja  Kota
sebaga i  Landasan Operas iona l  Pe laksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun in i  mu la i  ber laku  pada tangga l  d iundangkan.

Agar  se t iap  orang mengetahu inya ,  memer in tahkan pengundangan Qanun in i  dengan penempatannya da lam

Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tangga l  8  September  2QQ9 M

D i u n d a n g k a n  d i  L a n g s a

pada tangga l  8  September  2009 M
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SEKRETARIS DAERAH

fr
LEMBARAN DAERAH TAHUN 2OO9 NOMOR 2


